
  

 

POLA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI ELIT DESA DAN EX 

KELOMPOK TANI: KONTESTASI DAN KOLABORASI DALAM 

PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH 

 

Nursanty 

Universitas Bengkulu. Bengkulu, Indonesia 

nursanty@unib.ac.id 

Abstract 

Article History 

Received :05-12-2025  

Revised :15-05-2026  

Accepted :22-05-2026 

This research examines the patterns of communication 

and interaction between village elites and former farmer 

groups in the management of the Merah Putih Village 

Cooperative. The institutional transformation from 

farmer groups to village cooperatives has given rise to 

new dynamics in power relations and communication 

patterns at the village level. This qualitative research 

using a case study approach involved 25 informants 

consisting of village elites, former farmer group 

members, cooperative administrators, and community 

leaders. Data collection was conducted through in-depth 

interviews, participatory observation, and documentation 

studies over a period of six months. Data analysis used 

the interactive model of Miles and Huberman. The results 

of the study show that the communication patterns that 

have formed are patronage-based, with village elites 

dominating strategic decision-making. Contestation 

occurs in the areas of access to resources, distribution of 

economic benefits, and leadership legitimacy. However, 

collaboration is established through village deliberation 

mechanisms, compromise of interests, and division of 

roles within the cooperative's organizational structure. 

The findings indicate that although the dominance of the 

elite remains strong, there is room for negotiation that 

allows former members of farmer groups to participate in 

decision-making. This study contributes to the 

understanding of power dynamics in village cooperative 

governance and offers recommendations for 

strengthening inclusive participation in rural 

development. 
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Transformasi kelembagaan pedesaan di Indonesia pasca reformasi telah 

mengubah lanskap tata kelola dan dinamika kekuasaan di tingkat desa. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

memberikan otonomi lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya dan 

https://doi.org/10.37092/khabar.v8i1.
https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/khabar


70 Nursanty, Pola Komunikasi Dan Interaksi Elit Desa dan Ex,... 

 

 

pembangunan. Salah satu instrumen penting dalam implementasi kebijakan ini 

adalah penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dan koperasi desa. Namun demikian, transformasi kelembagaan ini 

tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan struktur 

kekuasaan lokal yang telah mapan, terutama dominasi elit desa dalam 

pengambilan keputusan strategis (Mietzner, 2024). 

Literatur tentang tata kelola desa di Indonesia menunjukkan bahwa 

meskipun desentralisasi dan demokratisasi telah membuka ruang partisipasi 

masyarakat, praktik dominasi elit masih sangat kuat dalam menentukan arah 

pembangunan desa (Nurlinah & Haryanto, 2024). Penelitian terkini menunjukkan 

bahwa meskipun prinsip-prinsip demokrasi deliberatif telah diintegrasikan dalam 

kerangka Undang-Undang Desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi 

tantangan signifikan berupa dominasi elit, partisipasi sipil yang terbatas, dan akses 

yang tidak merata terhadap kesejahteraan (Amalinda Savirani, 2015). Studi yang 

dilakukan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa banyak pemerintahan desa masih 

beroperasi di bawah pengaruh dominasi elit, dengan partisipasi yang terbatas dari 

kelompok-kelompok terpinggirkan. Fenomena ini menciptakan    gap antara ideal 

demokrasi partisipatif dengan realitas praktik tata kelola desa yang masih 

oligarkis (Hakim et al., 2025).                                                                                                                                                                

Dalam konteks kelembagaan ekonomi desa, dinamika kekuasaan ini 

menjadi lebih kompleks ketika melibatkan transformasi dari kelompok tani 

tradisional menjadi koperasi desa modern. Kelompok tani sebagai organisasi 

komunitas yang telah lama eksis di pedesaan Indonesia memiliki struktur, kultur, 

dan mekanisme kerja yang berbeda dengan koperasi desa yang lebih formal dan 

terikat pada regulasi koperasi. Transformasi ini tidak hanya mengubah aspek 

legal-formal organisasi, tetapi juga mempengaruhi pola komunikasi, relasi kuasa, 

dan distribusi sumber daya di antara aktor-aktor yang terlibat. Penelitian 

menunjukkan bahwa ketergantungan pada kekuatan personal membuat provinsi 

pedesaan sulit untuk bergerak secara kolektif, dan pembangunan desa kemudian 

diambil alih oleh individu dan elit tertentu, yang berbahaya bagi keberlanjutan 

organisasi masyarakat desa dan pengembangan wilayah transmigran(Nurlinah & 

Haryanto, 2024). 

Pola komunikasi antara elit desa dan masyarakat dalam konteks 

pembangunan pedesaan telah menjadi fokus berbagai kajian. Studi empiris 

tentang komunikasi pemerintah dalam proyek infrastruktur di Indonesia 

menunjukkan pentingnya menggabungkan wawasan public relations dan 

development communication agar organisasi sektor publik dapat terlibat dan 

memberdayakan komunitas pedesaan untuk mengadopsi dan memanfaatkan 

pembangunan infrastruktur untuk keuntungan bersama (Berenschot et al., 2017). 

Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi dan pelepasan kekuasaan dan 

pengambilan keputusan secara bertahap dari pihak inisiator proyek kepada 

komunitas. Namun demikian, dalam praktiknya, pola komunikasi yang terbentuk 

seringkali masih bersifat top-down dan patronase, di mana elit desa memiliki 

kontrol yang signifikan terhadap aliran informasi dan proses pengambilan 

keputusan (Tio and Nugroho 2022).                                                                                                                                                             

Kontestasi dalam pengelolaan sumber daya desa merupakan fenomena yang 

inheren dalam struktur sosial pedesaan Indonesia. Penelitian tentang konflik 

sumber daya menunjukkan bahwa kontestasi atas tanah, akses sumber daya, dan 
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rente telah lama mendasari konflik subnasional dan ketegangan pusat-daerah di 

Indonesia(Diprose & Azca, 2020). Dalam konteks yang lebih mikro di tingkat 

desa, kontestasi ini termanifestasi dalam persaingan untuk mendapatkan akses ke 

sumber daya desa, posisi dalam struktur organisasi, dan legitimasi dalam 

pengambilan keputusan (Steenbergen, 2016). Studi tentang elit adat dalam 

program konservasi menunjukkan bahwa dominasi kelompok inti adat tidak boleh 

diartikan sebagai 'kegagalan' atau kasus 'elite capture' yang tidak ambigu, 

melainkan bahwa kerja sama oleh lembaga eksternal dengan kelompok lokal yang 

dominan dan individu elit memberikan titik masuk yang berharga untuk 

melibatkan komunitas dalam inisiatif konservasi dan pembangunan berkelanjutan 

(Slikkerveer, 2019) .                                                                                                                                     

Di sisi lain, kolaborasi juga merupakan elemen penting dalam tata kelola 

koperasi desa. Penelitian tentang modal sosial dalam kinerja ekonomi perusahaan 

pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa visi pengembangan stakeholder untuk 

menginisiasi pembentukan sangat penting dalam menentukan manajemen dan 

kerjasama perusahaan pedesaan, terutama mengenai arah pembangunan bersama. 

Modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma berfungsi sebagai prasyarat 

untuk tata kelola yang baik dan efektif (Wu & Feng, 2022). Dalam konteks 

BUMDes, mekanisme berbasis self-help dan keanggotaan juga mewujudkan 

partisipasi seluruh masyarakat desa sehingga tidak menciptakan hegemoni model 

bisnis hanya oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Namun demikian, efektivitas 

modal sosial ini sangat bergantung pada konteks lokal, termasuk dinamika 

kekuasaan yang ada.                                                       

Peran kelompok tani dalam pembangunan pedesaan Indonesia telah lama 

diakui sebagai krusial. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani berfungsi 

sebagai bentuk kerjasama dan konsolidasi pertanian antar anggota untuk mencapai 

tujuan bersama, terutama untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan 

kesejahteraan (Tarlani & Sirajuddin, 2020). Namun demikian, tidak semua 

kelompok tani mencapai kesuksesan, dengan estimasi sekitar 20 persen kelompok 

tani mengalami kegagalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

kelompok tani meliputi pengembangan sumber daya manusia, kemajuan 

teknologi, peningkatan akses pendanaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi 

pedesaan. Ketika kelompok tani bertransformasi menjadi atau bergabung dengan 

koperasi desa, dinamika internal kelompok dan relasi dengan aktor eksternal, 

termasuk elit desa, mengalami perubahan signifikan (Aspinall & Rohman, 2017).                                                                                                                                                   

BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa telah menjadi 

fokus berbagai studi dalam dekade terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi administrator BUMDes seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

loyalitas politik, status sosial, dan ekspektasi akses ke sumber daya desa yang 

dikontrol oleh elit lokal (Hadi et al., 2025). Studi menggunakan Structural 

Equation Modeling untuk mengkaji determinan motivasi kerja dan kinerja 

manajemen dalam BUMDes mengungkapkan bahwa politik lokal, fasilitator desa, 

rekrutmen administrator, pelatihan dan pendidikan, serta budaya organisasi 

berpengaruh pada motivasi kerja dan kinerja manajemen (Ikram et al., 2025). 

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor politik dan relasi kuasa memainkan peran 

penting dalam keberhasilan BUMDes sebagai institusi ekonomi desa.                                                                                                                                                                

Dana Desa yang diperkenalkan pada tahun 2015 telah mengubah lanskap 

ekonomi politik desa di Indonesia secara signifikan (Antlöv, 2003). Dengan 
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alokasi 10 persen dari transfer anggaran pemerintah pusat ke kabupaten, ditambah 

transfer langsung dengan jumlah yang sama, bahkan desa termiskin kini memiliki 

anggaran yang dapat mereka belanjakan untuk proyek publik yang mereka 

prioritaskan sendiri. Namun demikian, penelitian kritis terhadap implementasi 

Dana Desa menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memfasilitasi kemenangan 

kelas penguasa desa (O’Toole, 1998). Meskipun institusi politik desa telah 

mengadopsi ukuran-ukuran tata kelola yang baik seperti partisipasi, transparansi, 

dan akuntabilitas, masyarakat miskin sebagian besar tetap tidak berdaya dan tidak 

mampu mendapatkan bagian yang signifikan dari Dana Desa (Aritenang, 2021). 

Studi menunjukkan bahwa anggota kelas penguasa desa terutama adalah petani 

kapitalis yang kekuatannya terletak pada kepemilikan tanah dan produksi 

komoditas pertanian.                                                                                                                                                          

Dalam konteks koperasi, penelitian tentang sertifikasi dan organisasi petani 

di sektor kopi Indonesia menunjukkan bahwa petani yang bersertifikat merasakan 

manfaat yang lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak bersertifikat, dan petani 

yang terorganisasi merasakan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan petani kecil 

yang tidak terorganisasi (Diprose & Azca, 2020). Petani yang memiliki 

keanggotaan ganda (dalam kelompok tani dan KUBE atau koperasi) merasakan 

manfaat yang lebih besar dibandingkan petani yang hanya berpartisipasi dalam 

kelompok tani. Temuan ini mengindikasikan bahwa organisasi petani, termasuk 

koperasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani 

(Ibnu et al., 2018). Namun demikian, manfaat ini tidak terdistribusi secara merata 

dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan internal organisasi.                                                                                                                                                               

Transformasi institusional pertanian Indonesia menuju sistem yang lebih 

efisien, inklusif, kompetitif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi petani 

memerlukan penguatan kelembagaan. Kunci perubahan adalah melalui holding, 

konsolidasi, modernisasi pertanian, pembentukan wirausaha pertanian lokal muda, 

serta kerjasama antara kelompok tani, koperasi pertanian, dan berbagai 

perusahaan mitra seperti BUMN, BUMD, BUMDes, dan industri swasta. 

Pendekatan kolaboratif ini mengakui pentingnya sinergi antara berbagai aktor 

dalam ekosistem pertanian pedesaan (Nurlinah & Haryanto, 2024). Namun 

demikian, kolaborasi ini seringkali menghadapi tantangan berupa ketimpangan 

kekuasaan, perbedaan kepentingan, dan kompetisi untuk mengakses sumber daya.                                                                                                                                                                          

Penelitian tentang mitigasi ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola 

lingkungan kolaboratif di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa langkah-langkah 

seperti membentuk tim bersama antara pejabat pemerintah dan warga desa, 

menyediakan program pelatihan fasilitasi umum, melatih warga desa sebagai 

fasilitator, mempromosikan pembagian pengetahuan yang setara, dan 

memungkinkan warga desa membuat keputusan sendiri dapat mengurangi 

ketimpangan kekuasaan antara kedua kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa 

meskipun struktur kekuasaan yang tidak seimbang merupakan tantangan inheren 

dalam tata kelola kolaboratif, terdapat strategi konkret yang dapat 

diimplementasikan untuk mempromosikan partisipasi yang lebih inklusif dan 

pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Arai et al., 2021).                                                                                                                                                                   

State of the art dalam studi tentang elit desa dan kelompok tani 

menunjukkan pergeseran dari pandangan deterministik tentang elite capture 

menuju pemahaman yang lebih nuansa tentang kompleksitas relasi kuasa di 

pedesaan. Penelitian terkini mengakui bahwa elit lokal tidak selalu bertindak 
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berdasarkan kepentingan pribadi semata, melainkan dapat mempekerjakan strategi 

untuk memaksimalkan manfaat kolektif dengan cara-cara yang mematuhi budaya 

lokal yang dominan atau mengatasi tantangan kontekstual (Humaedi et al., 2025). 

Pendekatan ini lebih sensitif terhadap konteks lokal dan mengakui bahwa kerja 

sama dengan kelompok atau individu elit lokal yang dominan dapat menyediakan 

titik masuk yang berharga untuk melibatkan komunitas dalam inisiatif 

pembangunan berkelanjutan, asalkan ada kesadaran akan ketegangan dan potensi 

kesenjangan dalam representasi (Sidik & Habibi, 2024).                                                                                                                                                                  

Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada dinamika 

interaksi antara elit desa dan ex anggota kelompok tani dalam konteks 

transformasi kelembagaan dari kelompok tani menjadi koperasi desa. Berbeda 

dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis tentang elit 

desa, kelompok tani, dan koperasi sebagai entitas yang terpisah, penelitian ini 

mengintegrasikan ketiga elemen tersebut dalam satu kerangka analisis untuk 

memahami bagaimana transformasi kelembagaan mempengaruhi pola 

komunikasi, kontestasi, dan kolaborasi. Penelitian ini juga mengisi gap dalam 

literatur dengan memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme konkret 

melalui mana kontestasi dan kolaborasi terjadi secara simultan dalam pengelolaan 

koperasi desa. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada teori tentang 

demokratisasi pedesaan dengan mengeksplorasi bagaimana ruang partisipasi dapat 

diperluas dalam konteks struktur kekuasaan yang timpang.                                                

Berdasarkan gap literatur yang telah diidentifikasi, penelitian ini didesain 

untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana pola komunikasi 

yang terbentuk antara elit desa dan ex anggota kelompok tani dalam pengelolaan 

Koperasi Desa Merah Putih? (2) Bentuk-bentuk kontestasi apa saja yang muncul 

dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya koperasi? (3) 

Melalui mekanisme apa kolaborasi terjalin antara elit desa dan ex anggota 

kelompok tani dalam pengelolaan koperasi? (4) Bagaimana transformasi dari 

kelompok tani menjadi koperasi desa mempengaruhi dinamika kekuasaan dan 

partisipasi anggota? (5) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan 

atau kegagalan kolaborasi dalam konteks struktur kekuasaan yang timpang? 

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman 

komprehensif tentang kompleksitas relasi sosial dan politik dalam tata kelola 

koperasi desa, yang pada gilirannya dapat menginformasikan kebijakan dan 

praktik untuk mempromosikan pembangunan pedesaan yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan.                               

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus 

instrumental. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat fenomena yang dikaji 

memerlukan eksplorasi mendalam terhadap makna, proses, dan konteks yang tidak 

dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Studi kasus 

instrumental dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang isu atau untuk 

meredefinisi generalisasi, di mana kasus spesifik digunakan untuk memahami 

fenomena yang lebih luas (Hakim et al., 2025). Dalam penelitian ini, Koperasi 

Desa Merah Putih dijadikan kasus untuk memahami dinamika pola komunikasi 

dan interaksi antara elit desa dan ex kelompok tani dalam konteks transformasi 

kelembagaan ekonomi desa. Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan 
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bahwa dinamika yang terjadi di koperasi ini dapat memberikan pembelajaran yang 

berguna untuk memahami fenomena serupa di konteks pedesaan Indonesia yang 

lebih luas.                                                                                                                              

Lokasi penelitian adalah Desa Merah Putih yang terletak di salah satu 

kabupaten di Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan 

pertimbangan bahwa desa ini telah mengalami transformasi kelembagaan dari 

beberapa kelompok tani menjadi koperasi desa dalam tiga tahun terakhir. Desa ini 

memiliki karakteristik yang representatif untuk konteks pedesaan Jawa Tengah, 

dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan memiliki struktur 

sosial yang relatif stratifikasi. Koperasi Desa Merah Putih dipilih karena telah 

menunjukkan dinamika yang menarik dalam hal kontestasi dan kolaborasi antara 

berbagai aktor, serta memiliki dokumentasi yang cukup baik untuk keperluan 

penelitian. Selain itu, akses peneliti ke lapangan juga menjadi pertimbangan 

praktis dalam pemilihan lokasi penelitian.                                                                                                                            

Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan untuk 

memilih informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan meliputi: (1) elit desa yang 

terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat yang 

berpengaruh; (2) ex anggota kelompok tani yang kini menjadi anggota koperasi; 

(3) pengurus koperasi desa baik yang berasal dari kalangan elit maupun 

masyarakat biasa; (4) pendamping desa dan fasilitator pemberdayaan masyarakat; 

(5) anggota masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam koperasi namun 

memiliki pandangan tentang dinamika yang terjadi (Nurlinah & Haryanto, 2024). 

Teknik snowball sampling kemudian diterapkan untuk mengidentifikasi informan 

tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Total informan dalam 

penelitian ini adalah 25 orang yang dipilih berdasarkan prinsip saturasi data, di 

mana pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh mulai 

berulang dan tidak lagi memberikan wawasan baru yang signifikan.                                                                                                                                                  

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang 

mencakup tema-tema utama penelitian namun tetap memberikan fleksibilitas 

untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama proses wawancara. Setiap 

wawancara berlangsung antara 60 hingga 120 menit, dilakukan di lokasi yang 

dipilih oleh informan untuk memastikan kenyamanan dan keterbukaan dalam 

berbagi informasi. Semua wawancara direkam dengan persetujuan informan dan 

kemudian ditranskrip verbatim untuk keperluan analisis. Bahasa yang digunakan 

dalam wawancara adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sesuai dengan 

preferensi informan, dan transkrip dalam bahasa Jawa diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dengan tetap mempertahankan makna kontekstual dari 

ungkapan-ungkapan lokal.                                                                                                                              

Observasi partisipatif dilakukan selama enam bulan dengan peneliti terlibat 

dalam berbagai kegiatan koperasi dan desa, termasuk rapat anggota koperasi, 

musyawarah desa, kegiatan kelompok tani yang masih aktif, dan pertemuan-

pertemuan informal di tingkat komunitas. Observasi ini memungkinkan peneliti 

untuk memahami dinamika interaksi yang terjadi secara natural dan 

mengidentifikasi pola-pola komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta 
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bentuk-bentuk kontestasi dan kolaborasi yang tidak selalu terungkap dalam 

wawancara formal. Catatan lapangan dibuat secara sistematis dengan mencatat 

deskripsi setting, aktor yang terlibat, interaksi yang terjadi, serta refleksi peneliti. 

Observasi juga mencakup pengamatan terhadap simbol-simbol kekuasaan, 

penggunaan ruang dalam pertemuan, pola partisipasi dalam diskusi, dan bahasa 

tubuh yang mengindikasikan dinamika kekuasaan.                   

Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen terkait yang 

meliputi: (1) dokumen legal seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

koperasi, SK pendirian koperasi, dan peraturan desa terkait; (2) dokumen 

operasional seperti notulen rapat, laporan keuangan, program kerja, dan evaluasi 

kegiatan; (3) dokumen sejarah seperti arsip kelompok tani, foto-foto kegiatan, dan 

dokumentasi proses transformasi kelembagaan; (4) dokumen kebijakan tingkat 

supradesa yang relevan dengan pengelolaan koperasi desa (Vel et al., 2017). 

Analisis dokumen tidak hanya fokus pada konten eksplisit tetapi juga pada aspek-

aspek implisit seperti bahasa yang digunakan, representasi aktor dalam dokumen, 

dan proses produksi dokumen itu sendiri yang dapat mengungkap relasi kuasa 

dalam organisasi.                                                                                                                                                      

Analisis data menggunakan model interaktif  (Matthew B. Miles, A. Michael 

Huberman, 2014) yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai sejak 

pengumpulan data dengan melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi tema-

tema yang muncul dan mengarahkan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data 

dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan 

mentransformasi data mentah menjadi data yang bermakna. Dalam tahap ini, 

transkrip wawancara dibaca secara berulang untuk mengidentifikasi pola, tema, 

dan kategori. Coding dilakukan dengan menggunakan kombinasi coding deduktif 

berdasarkan kerangka konseptual dan coding induktif yang muncul dari data. 

Koding dilakukan dengan menggunakan software Atlas.ti untuk memfasilitasi 

manajemen data dan identifikasi pola.                                                                                                                                                                

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir data yang telah direduksi ke 

dalam matriks, bagan, dan narasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. 

Matriks dibuat untuk membandingkan pandangan berbagai kategori informan 

tentang isu-isu kunci, sementara bagan digunakan untuk menggambarkan alur 

proses dan relasi antar aktor. Narasi deskriptif dikembangkan untuk memberikan 

pemahaman kontekstual yang kaya tentang fenomena yang dikaji. Triangulasi 

dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan data dari 

berbagai sumber (triangulasi sumber), berbagai metode (triangulasi metode), dan 

pada berbagai waktu (triangulasi waktu). Member checking dilakukan dengan 

mempresentasikan temuan awal kepada beberapa informan kunci untuk 

mendapatkan umpan balik dan verifikasi interpretasi peneliti.                                                                                                         

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi 

pola, tema, dan relasi antar konsep yang muncul dari data. Kesimpulan awal 

bersifat tentatif dan terus direvisi seiring dengan masuknya data baru. Kesimpulan 

akhir diverifikasi melalui proses triangulasi dan pengecekan anggota untuk 

memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan perspektif 

informan. Analisis juga melibatkan komparasi konstan antara temuan dengan teori 

dan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi konvergensi, divergensi, dan 

kontribusi teoritis dari penelitian ini. Proses analisis memperhatikan tidak hanya 
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tema-tema dominan tetapi juga kasus-kasus deviant dan kontradiksi dalam data 

yang dapat memberikan wawasan penting tentang kompleksitas fenomena.                                         

Untuk meningkatkan kredibilitas dan transferabilitas penelitian, beberapa 

strategi dilakukan. Kredibilitas ditingkatkan melalui keterlibatan yang panjang dan 

intensif di lapangan selama enam bulan, triangulasi data dari berbagai sumber dan 

metode, member checking, dan refleksi kritis tentang posisi dan bias peneliti. 

Transferabilitas diperkuat dengan memberikan thick description tentang konteks 

penelitian,  informan, dan proses yang diamati sehingga pembaca dapat menilai 

sejauh mana temuan dapat ditransfer ke konteks lain. Dependabilitas dijaga 

melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian dari 

perencanaan hingga pelaporan hasil. Confirmability diperkuat dengan menyimpan 

data mentah, catatan analisis, dan dokumen-dokumen pendukung yang dapat 

diperiksa oleh pihak eksternal jika diperlukan.                                                                                                                     

Pertimbangan etis penelitian mencakup informed consent, anonimitas, dan 

kerahasiaan. Setiap informan diberikan penjelasan lengkap tentang tujuan 

penelitian, prosedur pengumpulan data, dan hak-hak mereka sebelum memberikan 

persetujuan tertulis untuk berpartisipasi. Informan diberi kebebasan untuk 

menolak berpartisipasi atau mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa 

konsekuensi. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan 

pseudonim dalam laporan penelitian. Data yang dapat mengidentifikasi informan 

secara spesifik tidak dipublikasikan. Khusus untuk isu-isu sensitif yang 

melibatkan konflik dan kontestasi kekuasaan, peneliti mengambil langkah ekstra 

untuk memastikan bahwa publikasi temuan tidak membahayakan informan atau 

memperburuk konflik yang ada. Prinsip do no harm menjadi panduan utama 

dalam seluruh proses penelitian. 

 

Pembahasan 

Pola Komunikasi Patronase dalam Pengelolaan Koperasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terbentuk dalam 

pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih bersifat patronase dengan karakteristik 

hierarkis dan asimetris. Elit desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan 

tokoh masyarakat yang memiliki kepemilikan lahan luas, mendominasi aliran 

informasi dan pengambilan keputusan strategis. Komunikasi dari elit ke ex 

anggota kelompok tani cenderung bersifat top-down dan instruktif, sementara 

komunikasi sebaliknya lebih bersifat konsultatif dengan ruang terbatas untuk 

advokasi kepentingan. Pola ini terlihat jelas dalam forum-forum formal seperti 

Rapat Anggota Tahunan, di mana elit desa memonopoli waktu bicara dan 

mengarahkan diskusi ke arah yang telah ditentukan sebelumnya.                                                                                                    

Patronase dalam komunikasi ini tidak hanya termanifestasi dalam struktur 

formal, tetapi juga dalam interaksi informal sehari-hari. Ex anggota kelompok tani 

menunjukkan sikap deferential terhadap elit desa, yang diungkapkan melalui 

penggunaan bahasa Jawa halus (krama), postur tubuh yang menunduk, dan 

keengganan untuk menyatakan pendapat yang berbeda secara terbuka. Kultur Jawa 

yang menekankan harmoni dan penghindaran konflik terbuka memperkuat pola 

komunikasi patronase ini. Seorang informan ex anggota kelompok tani 

mengungkapkan bahwa meskipun memiliki pendapat berbeda, ia memilih untuk 

diam karena tidak ingin dianggap tidak menghormati kepala desa yang telah 

banyak berjasa untuk desa. Ungkapan ini mengindikasikan internalisasi norma 
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patronase yang melampaui struktur formal organisasi.                                                                                                          

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pola komunikasi 

patronase tidak sepenuhnya monolitik. Terdapat ruang-ruang informal di mana ex 

anggota kelompok tani dapat mengekspresikan pendapat mereka dengan lebih 

bebas. Pertemuan-pertemuan informal di warung kopi, acara arisan, dan kegiatan 

keagamaan menjadi arena di mana komunikasi horizontal antar anggota koperasi 

terjadi tanpa kehadiran elit desa. Dalam ruang-ruang ini, kritik terhadap kebijakan 

koperasi dan perilaku elit desa diungkapkan secara lebih terbuka. Namun 

demikian, komunikasi dalam ruang informal ini jarang ditransformasikan menjadi 

tindakan kolektif yang terorganisir untuk menantang dominasi elit, 

mengindikasikan fragmentasi dan keterbatasan kapasitas organisasi kelompok 

subordinat.                         

Temuan tentang pola komunikasi patronase ini konsisten dengan literatur 

tentang komunikasi pembangunan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya 

kolaborasi dan pelepasan kekuasaan secara bertahap untuk mencapai komunikasi 

yang lebih demokratis. Studi tentang komunikasi pemerintah dalam proyek 

infrastruktur di Kulon Progo menekankan pada model yang mengutamakan 

inisiasi, pengamanan, dan pemeliharaan hasil positif bagi komunitas serta 

pemenuhan kebutuhan inisiator proyek melalui kolaborasi dan pelepasan 

kekuasaan dan pengambilan keputusan secara bertahap dari inisiator kepada 

masyarakat. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, pelepasan kekuasaan ini 

belum sepenuhnya terjadi, dengan elit desa masih mempertahankan kontrol yang 

signifikan terhadap informasi dan keputusan strategis.        

                                                                                                                                  

Kontestasi dalam Akses Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan 

Kontestasi dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih terjadi pada tiga 

aspek utama: akses sumber daya ekonomi, distribusi manfaat, dan legitimasi 

kepemimpinan. Dalam aspek akses sumber daya, temuan menunjukkan bahwa 

transformasi dari kelompok tani menjadi koperasi desa mengubah rezim akses 

terhadap modal, teknologi, dan pasar. Sebelum transformasi, kelompok tani 

memiliki mekanisme internal yang relatif egaliter dalam akses terhadap input 

pertanian dan informasi pasar. Namun, setelah menjadi koperasi, mekanisme ini 

menjadi lebih terpusat dengan elit desa memiliki pengaruh yang lebih besar dalam 

menentukan alokasi kredit, distribusi pupuk bersubsidi, dan akses ke pembeli 

besar. Ex anggota kelompok tani yang tidak memiliki koneksi dengan elit desa 

mengalami kesulitan untuk mengakses sumber daya koperasi, menciptakan 

stratifikasi baru di antara anggota.                                     

Distribusi manfaat ekonomi dari koperasi juga menjadi arena kontestasi 

yang signifikan. Meskipun prinsip koperasi menekankan pada distribusi yang adil 

berdasarkan partisipasi anggota, dalam praktiknya, elit desa dan anggota yang 

memiliki posisi dalam struktur pengurus menikmati manfaat yang lebih besar. Hal 

ini terjadi melalui berbagai mekanisme termasuk penetapan harga yang 

menguntungkan produsen besar, akses prioritas ke kredit dengan bunga rendah, 

dan peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek menguntungkan yang didanai 

oleh Dana Desa. Seorang informan mengungkapkan bahwa sisa hasil usaha 

koperasi sebagian besar dinikmati oleh pengurus dan anggota yang memiliki 

transaksi besar, sementara petani kecil yang seharusnya menjadi target utama 

koperasi justru mendapat manfaat yang minimal. Ketimpangan ini menciptakan 
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rasa ketidakadilan di kalangan ex anggota kelompok tani.              

Legitimasi kepemimpinan menjadi aspek kontestasi yang paling kompleks 

dan sensitif. Transformasi kelembagaan membawa perubahan dalam sumber 

legitimasi kepemimpinan dari yang berbasis pada kompetensi teknis dan 

pengalaman bertani menjadi yang berbasis pada posisi dalam struktur 

pemerintahan desa dan kepemilikan modal. Ketua koperasi yang dipilih adalah 

kepala desa, dengan argumen bahwa posisi ini diperlukan untuk memperkuat 

koordinasi antara koperasi dan pemerintah desa. Namun demikian, keputusan ini 

menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ex anggota kelompok tani yang merasa 

bahwa kepemimpinan koperasi seharusnya berada di tangan orang yang memiliki 

pengalaman dan komitmen terhadap kepentingan petani. Kontestasi legitimasi ini 

tidak diungkapkan secara terbuka dalam forum formal, tetapi menjadi tema diskusi 

yang berulang dalam pertemuan informal.                       

Temuan tentang kontestasi ini resonan dengan literatur tentang konflik 

sumber daya dan dinamika kekuasaan di pedesaan Indonesia. Penelitian tentang 

konflik manajemen di era demokrasi pasca-otoriter Indonesia menunjukkan bahwa 

kontestasi atas tanah, akses sumber daya, dan rente telah lama mendasari konflik 

subnasional dan ketegangan pusat-daerah. Dalam konteks yang lebih mikro di 

tingkat desa, kontestasi ini termanifestasi dalam persaingan untuk posisi dalam 

struktur organisasi dan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Studi tentang 

Dana Desa juga mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini diharapkan dapat 

mengurangi kemiskinan pedesaan, dalam praktiknya, Dana Desa menjadi hadiah 

bagi kelas penguasa desa yang kekuatannya terletak pada kepemilikan tanah dan 

produksi komoditas pertanian.    

                                                                                                                                    

Mekanisme Kolaborasi: Musyawarah, Kompromi, dan Pembagian Peran 

Meskipun kontestasi hadir, kolaborasi antara elit desa dan ex anggota 

kelompok tani juga terjalin melalui berbagai mekanisme. Musyawarah desa 

menjadi forum utama di mana berbagai kepentingan dinegosiasikan dan kompromi 

dicapai. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, musyawarah desa tidak 

hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan formal, tetapi juga 

sebagai ruang di mana elit desa membangun legitimasi dan ex anggota kelompok 

tani mengekspresikan aspirasi mereka. Prinsip musyawarah mufakat yang dianut 

dalam forum ini memungkinkan pencapaian kesepakatan meskipun terdapat 

perbedaan kepentingan. Namun demikian, musyawarah ini juga mengandung bias 

struktural yang menguntungkan elit desa karena mereka memiliki kemampuan 

yang lebih baik dalam mengartikulasikan argumen dan memobilisasi dukungan.                                                                             

Kompromi kepentingan terjadi melalui mekanisme win-win solution di 

mana elit desa memberikan konsesi tertentu kepada ex anggota kelompok tani 

sebagai imbalan atas dukungan dan legitimasi. Salah satu bentuk kompromi yang 

teridentifikasi adalah alokasi posisi-posisi operasional dalam struktur koperasi 

kepada ex anggota kelompok tani, sementara posisi strategis tetap dipegang oleh 

elit desa atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Misalnya, posisi manajer 

unit simpan pinjam diberikan kepada mantan ketua kelompok tani yang memiliki 

kredibilitas di kalangan petani, sementara posisi ketua dan bendahara koperasi 

dipegang oleh kepala desa dan sekretaris desa. Pembagian peran ini 

mencerminkan upaya elit desa untuk mengakomodasi aspirasi ex anggota 

kelompok tani sambil mempertahankan kontrol terhadap aspek-aspek strategis.                                                                                                           
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Kolaborasi juga difasilitasi oleh modal sosial yang telah terbangun 

sebelumnya melalui hubungan kekerabatan, pertetanggaan, dan partisipasi 

bersama dalam berbagai aktivitas komunal. Penelitian tentang modal sosial dalam 

kinerja ekonomi perusahaan pedesaan menunjukkan bahwa modal sosial seperti 

kepercayaan, jaringan, dan norma merupakan prasyarat untuk tata kelola yang baik 

dan efektif. Di Koperasi Desa Merah Putih, modal sosial ini termanifestasi dalam 

gotong royong untuk kegiatan koperasi, saling membantu dalam musim panen, 

dan dukungan moral dalam menghadapi kesulitan. Ikatan sosial ini membantu 

melembutkan ketegangan yang muncul dari kontestasi kepentingan dan 

memfasilitasi kompromi.                                                                                                                                   

Namun demikian, kolaborasi yang terjalin juga memiliki keterbatasan. 

Kolaborasi ini lebih bersifat instrumental dan situasional daripada berbasis pada 

kesetaraan struktural. Ex anggota kelompok tani berkolaborasi dengan elit desa 

karena mereka memerlukan akses ke sumber daya yang dikontrol oleh elit, bukan 

karena mereka memiliki posisi tawar yang kuat. Bentuk kolaborasi ini konsisten 

dengan konsep yang diajukan oleh penelitian tentang kepemimpinan desa adat 

dalam konservasi kelautan, yang menunjukkan bahwa kerja sama dengan 

kelompok atau individu elit lokal yang dominan dapat menyediakan titik masuk 

yang berharga untuk melibatkan komunitas dalam inisiatif pembangunan 

berkelanjutan, meskipun dengan risiko marginalisasi kelompok-kelompok 

tertentu. 

 

Transformasi Kelembagaan dan Perubahan Dinamika Kekuasaan 

Transformasi dari kelompok tani menjadi koperasi desa membawa 

perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan dan pola partisipasi anggota. 

Sebelum transformasi, kelompok tani beroperasi dengan struktur yang relatif flat 

dengan kepemimpinan yang dipilih berdasarkan kompetensi teknis dan 

kepercayaan sesama petani. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif 

dengan setiap anggota memiliki suara yang relatif setara. Sumber daya kelompok 

tani berasal dari kontribusi anggota dan bantuan pemerintah yang relatif terbatas, 

menciptakan ketergantungan yang minimal terhadap aktor eksternal. Namun, 

dengan menjadi koperasi desa, struktur organisasi menjadi lebih hierarkis dengan 

pemisahan yang jelas antara pengurus, pengawas, dan anggota. Formalisasi ini 

membawa implikasi pada distribusi kekuasaan yang menjadi lebih terpusat.                                                                                                                           

Akses ke Dana Desa dan sumber pendanaan lain yang lebih besar melalui 

status koperasi desa juga mengubah basis kekuasaan. Dalam kelompok tani, 

kekuasaan lebih berbasis pada pengetahuan teknis tentang pertanian dan 

kemampuan untuk memobilisasi kerja kolektif. Dalam koperasi desa, kekuasaan 

lebih berbasis pada kontrol terhadap modal finansial dan akses ke jaringan 

birokrasi. Pergeseran ini menguntungkan elit desa yang memiliki posisi dalam 

struktur pemerintahan dan koneksi dengan birokrasi kabupaten. Temuan ini 

konsisten dengan penelitian tentang BUMDes yang menunjukkan bahwa motivasi 

administrator BUMDes seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti loyalitas 

politik, status sosial, dan ekspektasi akses ke sumber daya desa yang dikontrol 

oleh elit lokal.                                

Partisipasi anggota juga mengalami perubahan pascatransformasi. Dalam 

kelompok tani, partisipasi cenderung lebih aktif dan langsung dengan anggota 

terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dalam koperasi, partisipasi 
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anggota lebih terbatas pada forum-forum formal seperti Rapat Anggota Tahunan 

dan penggunaan layanan koperasi. Banyak ex anggota kelompok tani 

mengungkapkan rasa kehilangan ikatan komunal yang kuat yang mereka miliki 

dalam kelompok tani. Mereka merasa bahwa koperasi menjadi lebih birokratis dan 

kurang responsif terhadap kebutuhan mereka. Namun demikian, beberapa 

informan juga mengakui bahwa formalisasi melalui koperasi membawa manfaat 

berupa akses ke layanan yang lebih profesional dan sumber daya yang lebih besar.        

                                                   

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi 

Analisis terhadap data mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dalam konteks struktur kekuasaan yang 

timpang. Pertama, kepemimpinan yang inklusif menjadi faktor kunci. Dalam 

kasus di mana elit desa menunjukkan sensitivitas terhadap aspirasi ex anggota 

kelompok tani dan berupaya mengakomodasi kepentingan mereka, kolaborasi 

berjalan lebih baik. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang otoriter dan tidak 

responsif menciptakan resistensi dan menghambat kolaborasi. Kedua, transparansi 

dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan meningkatkan 

kepercayaan dan kesediaan untuk berkolaborasi. Koperasi yang secara rutin 

melaporkan keuangan dan membuka ruang untuk pertanyaan dari anggota 

mengalami tingkat kolaborasi yang lebih tinggi.                                                                                                                                                              

Ketiga, kehadiran fasilitator eksternal seperti pendamping desa dan LSM 

dapat memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan kepentingan dan 

memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Fasilitator yang terlatih dapat 

membantu ex anggota kelompok tani untuk mengartikulasikan kepentingan 

mereka dengan lebih efektif dan mendorong elit desa untuk lebih inklusif. 

Penelitian tentang mitigasi ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan 

kolaboratif di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pelatihan fasilitasi umum, 

melatih warga desa sebagai fasilitator, mempromosikan pembagian pengetahuan 

yang setara, dan memungkinkan warga desa membuat keputusan sendiri dapat 

mengurangi ketimpangan kekuasaan. Keempat, kerangka regulasi yang 

mempromosikan partisipasi dan akuntabilitas juga berpengaruh. Implementasi 

yang ketat terhadap prinsip-prinsip koperasi dan pengawasan dari pemerintah 

kabupaten dapat mendorong praktik yang lebih demokratis.                                                       

Kelima, kapasitas organisasi dan sumber daya ex anggota kelompok tani 

mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat secara efektif dalam kolaborasi. 

Petani dengan pendidikan yang lebih tinggi, akses ke informasi, dan pengalaman 

organisasi cenderung lebih mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Program peningkatan kapasitas yang menargetkan petani kecil dapat membantu 

mengurangi gap ini. Keenam, modal sosial yang telah terbangun melalui interaksi 

jangka panjang dalam komunitas memfasilitasi kolaborasi dengan menyediakan 

basis kepercayaan dan norma timbal balik. Namun, modal sosial ini juga dapat 

memperkuat pola patronase jika tidak disertai dengan penguatan kapasitas 

struktural kelompok subordinat untuk melakukan advokasi kepentingan mereka.  
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Matriks.1.1. Hasil Penelitian 

Aspek Temuan Implikasi Rekomendasi 

Pola Komunikasi Patronase, 

hierarkis, dan 

asimetris dengan 

dominasi elit desa 

dalam aliran 

informasi 

Terbatasnya 

partisipasi 

substantif ex 

anggota kelompok 

tani dalam 

pengambilan 

keputusan strategis 

Penguatan kapasitas 

komunikasi anggota 

dan diversifikasi 

channel komunikasi 

Kontestasi Terjadi pada akses 

sumber daya, 

distribusi manfaat, 

dan legitimasi 

kepemimpinan 

Ketidakadilan 

dalam distribusi 

manfaat dan 

potensi konflik 

laten 

Mekanisme alokasi 

sumber daya yang 

lebih transparan dan 

berbasis kebutuhan 

Kolaborasi Terjalin melalui 

musyawarah, 

kompromi 

kepentingan, dan 

pembagian peran 

operasional 

Kolaborasi 

instrumental yang 

belum berbasis 

kesetaraan 

struktural 

Penguatan posisi 

tawar ex anggota 

kelompok tani 

melalui 

pembangunan 

kapasitas kolektif 

Transformasi 

Kelembagaan 

Perubahan dari 

struktur flat ke 

hierarkis dengan 

sentralisasi 

kekuasaan 

Berkurangnya 

partisipasi aktif 

dan ikatan 

komunal anggota 

Desain transformasi 

yang partisipatif 

dengan 

mempertahankan 

nilai komunal 

 

Sintesis Temuan dengan Teori dan Riset Terdahulu 

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman 

teoritis tentang dinamika kekuasaan dalam tata kelola koperasi desa di Indonesia. 

Pola komunikasi patronase yang teridentifikasi dalam penelitian ini konsisten 

dengan teori patron-klien yang telah lama menjadi kerangka analisis untuk 

memahami relasi sosial-politik di pedesaan Indonesia. Namun demikian, 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola patronase kontemporer lebih 

kompleks dan dinamis dibandingkan dengan model tradisional. Elit desa tidak 

sepenuhnya otonom dalam menjalankan kekuasaan mereka, melainkan harus terus 

bernegosiasi dengan ex anggota kelompok tani dan merespons tuntutan 

akuntabilitas yang muncul dari kerangka regulasi baru. Kompleksitas ini 

mencerminkan perubahan dalam struktur oportunitas politik di era desentralisasi 

yang membuka ruang bagi agensi kelompok subordinat.                                                    

Dalam perspektif teori modal sosial, penelitian ini mengkonfirmasi 

pentingnya kepercayaan, jaringan, dan norma dalam memfasilitasi kolaborasi 

dalam pengelolaan sumber daya bersama. Namun, temuan juga menunjukkan 

bahwa modal sosial tidak netral terhadap struktur kekuasaan. Modal sosial dapat 

digunakan oleh elit untuk memperkuat dominasi mereka melalui manipulasi 

norma timbal balik dan penguatan jaringan patronase. Oleh karena itu, promosi 

modal sosial dalam pembangunan pedesaan harus disertai dengan upaya untuk 
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mengubah struktur kekuasaan yang tidak adil. Pendekatan yang hanya fokus pada 

penguatan modal sosial tanpa memperhatikan ketimpangan struktural dapat justru 

memperkuat status quo.                                                                                                                                                    

Temuan tentang kontestasi dan kolaborasi yang terjadi secara simultan 

menantang dikotomi sederhana antara elite capture dan participatory governance. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa elit desa memang memiliki kekuasaan yang 

signifikan dan cenderung menggunakan posisi mereka untuk mengamankan 

kepentingan mereka. Namun, mereka juga harus membuat konsesi dan 

mengakomodasi kepentingan ex anggota kelompok tani untuk mempertahankan 

legitimasi dan memastikan keberlanjutan koperasi. Ex anggota kelompok tani, 

meskipun memiliki posisi yang lebih lemah, tidak sepenuhnya pasif melainkan 

menggunakan berbagaii untuk mempengaruhi keputusan dan mengamankan akses 

ke sumber daya. Pandangan yang lebih nuansa ini sejalan dengan literatur terkini 

tentang elite capture yang mengakui bahwa elit lokal dapat mempekerjakan 

strategi untuk memaksimalkan manfaat kolektif, bukan hanya kepentingan pribadi.                                                                                                                             

Dalam konteks transformasi kelembagaan, temuan penelitian ini menambah 

pada literatur tentang dampak formalisasi organisasi komunitas. Sementara 

formalisasi membawa manfaat berupa akses ke sumber daya yang lebih besar dan 

layanan yang lebih profesional, ia juga mengubah dinamika internal organisasi 

dengan cara yang dapat merugikan anggota yang lebih lemah. Perubahan dari 

struktur flat ke hierarkis, dari pengambilan keputusan kolektif ke yang lebih 

terpusat, dan dari basis kekuasaan yang berakar pada kompetensi teknis ke yang 

berakar pada posisi formal dan modal finansial, semuanya berkontribusi pada 

marginalisasi ex anggota kelompok tani. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya 

mendesain proses transformasi kelembagaan yang memperhatikan risiko 

sentralisasi kekuasaan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk 

mempertahankan elemen-elemen demokratis dari organisasi awal.                                                                                                                                                               

Penelitian ini juga berkontribusi pada debat tentang implementasi Dana Desa dan 

implikasinya terhadap dinamika kekuasaan di tingkat desa. Temuan 

mengkonfirmasi kekhawatiran yang diungkapkan dalam literatur tentang 

apropriasi Dana Desa oleh kelas penguasa desa. Namun, penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa apropriasi ini tidak absolut dan terdapat ruang untuk 

resistensi dan negosiasi. Keberadaan kerangka regulasi yang mempromosikan 

transparansi dan partisipasi, meskipun implementasinya belum optimal, 

memberikan basis bagi ex anggota kelompok tani untuk menuntut akuntabilitas. 

Peran fasilitator eksternal juga penting dalam membantu masyarakat untuk 

menggunakan ruang-ruang partisipasi yang disediakan oleh kerangka legal.                                                                                                                      

Dari perspektif teori demokratisasi pedesaan, temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa demokratisasi adalah proses yang kontestasional dan tidak 

linier. Implementasi kerangka legal yang demokratis tidak otomatis menghasilkan 

praktik yang demokratis di tingkat lokal. Struktur kekuasaan yang telah mapan, 

kultur politik yang hierarkis, dan ketimpangan ekonomi semuanya bekerja untuk 

membatasi praktik demokratis. Namun demikian, kerangka legal yang baru juga 

membuka peluang bagi aktor-aktor yang sebelumnya termarginalkan untuk 

menantang dominasi elit. Demokratisasi pedesaan, oleh karena itu, harus dipahami 

sebagai proses jangka panjang yang memerlukan tidak hanya perubahan 

institusional tetapi juga transformasi kultur politik dan redistribusi sumber daya 

ekonomi.    
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Simpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi dan interaksi antara elit 

desa dan ex anggota kelompok tani dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih 

masih didominasi oleh elit desa, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. 

Kondisi tersebut memunculkan kontestasi terkait akses sumber daya, distribusi 

manfaat ekonomi, dan legitimasi kepemimpinan. Meskipun demikian, kolaborasi 

tetap terjalin melalui mekanisme musyawarah, kompromi kepentingan, dan 

pemanfaatan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat desa. 

Transformasi kelembagaan dari kelompok tani menjadi koperasi desa 

memberikan manfaat berupa meningkatnya akses terhadap sumber daya dan 

peluang ekonomi. Namun, perubahan tersebut juga menciptakan struktur 

organisasi yang lebih formal dan hierarkis sehingga partisipasi ex anggota 

kelompok tani dalam pengambilan keputusan menjadi relatif terbatas. Keterlibatan 

mereka dalam koperasi lebih banyak didorong oleh kebutuhan untuk memperoleh 

akses dan manfaat yang disediakan oleh koperasi. 

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih 

tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya 

ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun komunikasi yang inklusif, 

partisipatif, dan transparan. Oleh karena itu, pengurus koperasi dan pemerintah 

desa perlu memperluas keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, serta 

meningkatkan kapasitas anggota melalui berbagai program pendampingan dan 

pelatihan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi 

komparatif atau longitudinal guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai dinamika komunikasi, relasi kekuasaan, dan keberlanjutan koperasi desa 

dalam jangka panjang. 
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